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ABSTRAK 
 

 

Ahmad Fauzan Arifin, NIM. 230211050154, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum 

Nasional tentang Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan 

Maslahat dan Keadilan Gender, Pembimbing I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., 

Pembimbing II: Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., M.A., Tesis, Program Studi        

S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Nasional, Syibhul Iddah, Maslahat, Keadilan Gender 

 

Kajian literatur fikih klasik umumnya membahas masa iddah (masa tunggu) 

bagi pihak perempuan. Adapun dalam literatur fikih kontemporer yang merujuk 

pendapat Wahbah az-Zuhaily terdapat konsep syibhul iddah (menyerupai iddah) 

bagi laki-laki. Lalu, konsep syibhul iddah bagi laki-laki tersebut juga diakomodir 

hukum nasional di Indonesia. Maka, penting dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana ketentuan 

syibhul Iddah bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia; 

(2) Bagaimana titik taut persamaan dan perbedaan ketentuan syibhul iddah bagi 

vlaki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia; (3) Bagaimana 

relevansi ketentuan syibhul iddah bagi laki-laki terkait maslahat dan keadilan gender. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai rumusan masalah tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

tiga pendekatan penelitian, yaitu 1. Pendekatan Perbandingan (comparative 

approach); 2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach); 3. Pendekatan 

Analitis (analytical approach). Penelitian diuraikan secara deskriptif dan dianalisis 

secara deduktif. Data yang diteliti berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teori hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Grand Theory (teori makro) berupa 

teori negara hukum; 2. Middle Theory (teori meso) berupa teori sistem hukum;            

3. Applied Theory (teori mikro), meliputi teori tujuan hukum, teori perlindungan 

hukum, teori maslahat dan teori keadilan gender. 

Hasil penelitian ini: (1) Syibhul iddah memiliki pengertian serupa dengan 

iddah yang berlaku bagi laki-laki disebabkan adanya mani syar’i dalam perkawinan. 

Dasar hukum syibhul iddah bagi laki-laki dalam hukum Islam merujuk pada pendapat 

Wahbah az-Zuhaili melalui pertimbangan mani syar’i dan sȧd żȧri‘ah. Adapun dasar 

hukum syibhul iddah bagi laki-laki dalam hukum nasional di Indonesia merujuk pada 

ketentuan Pasal 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor           

P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri;                     

(2) Persamaan ketentuan syibhul iddah bagi laki-laki menurut hukum Islam dan 

hukum nasional di Indonesia meliputi 6 (enam) hal, sedangkan perbedaannya 

meliputi 4 (empat) hal; (3) Ketentuan syibhul iddah bagi laki-laki relevan dalam 

mewujudkan kemaslahatan terkait hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz an-nasl 

(perlindungan keturunan) serta relevan dalam upaya mewujudkan keadilan gender. 
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dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah mendekonstruksi 
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agama dan ilmu. 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari 
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8. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru sebagai tempat 

penulis mengajar. Terima kasih atas semua kebijakan, dukungan serta doa, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN 
 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.Di bawah ini 

daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا 

 ba b Be ب

 Ta t Te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha kh ka & ha خ

 dal d De د

 zal ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy Es dan ye ش

 sad ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad d De (dengan titik di ض

bawah) 

 ta ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 za ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qiu ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya y ye ي
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B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 
1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

---  َ---  Fathah a A 

----  َ--  Kasrah i I 

----  َ--  Dammah u Untuk 

 
2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 

ي   -َ  --  Fathah dan ya ai a dan i 

و   -َ  --  Fathah dan wau Au a dan untuk 

Contoh : 

 Kataba ك ت ب  

 Fa'ala ف  ع ل  

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 

  -َ  –ا   -َ  --
 ى 

Fathah dan alif 

atau ya 
ā a dan garis di atas 

ي  -َ  --  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
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و   -َ  --  Dammah dan 

wau 
ū u dan garis di atas 

Contoh : 

 qāla ق ال  

 qīla ق ي ل  

 yaqūlu ي  ق و ل  

 
4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t (te). 

b. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah h (ha). 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta 

tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha). 

 
Contoh : 

  ر و ض ة  ا لأ ط ف ال  

o raudah al-aţfāl 

o raudatul aţfāl 

  ا ل م د ي  ن ة  ال م ن  وَّر ة  

o al-Madīnah al-Munawwarah 

o al-Madīnatul Munawwarah 

 
5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh : 

 rabbana ر ب َّن ا

 nazzala ن  زَّل  
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 ال 
6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu     , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyah. 

 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh : 

 ar-rajulu ا لرَّج ل  

 al-qalamu م  ا ل ق ل  

 
7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh : 

 umirtu أ م ر ت  

 inna إ نَّ 

 
8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh : 

ي  ز ان   ف  و ا ال ك ي ل  و ال م   Fa aufu al-kaila wa al mīzān ف ا و 

 Wa innallāha lahua khair arraziqīn و إ نَّ الله  لَ  و  خ يْ   الرَّاز ق ي   

 



 xv 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

 Wa mā Muhammadun illā rasūl و م ا مُ  مَّدٌ إ لاَّ ر س و لٌ 

لله  ر ب   ال ع ال م ي   ا   د     Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn لْ  م 

 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh : 

لله   عًاَ  ي    Lillāhi al-amru jamī'an  ا لأ م ر  جَ  

 Naşrun minallāhi wa fathun qarīb ن ص رٌ م  ن  الله  و ف  ت حٌ ق ر ي بٌ 

 
10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

Tajwid. 

 

 

 

Sumber: 

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 
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